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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan penyalahgunaan 

minuman keras (khamr) di Indonesia yang berdampak buruk pada kesehatan 

individu serta menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat, 

seperti meningkatnya angka kriminalitas dan kecelakaan. Sebagai respons, negara 

melakukan pembaruan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara di sisi lain, 

nilai-nilai Fiqh Jinayah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis juga hidup dan 

memengaruhi pandangan masyarakat Muslim terhadap larangan minuman keras. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ancaman pidana terhadap perbuatan 

yang dilarang terkait minuman keras serta membandingkan perbedaan mendasar 

dalam hal tujuan, subjek pidana, dan sanksi antara UU Nomor 1 Tahun 2023 dan 

Fiqh Jinayah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 

pendekatan perbandingan (comparative approach), di mana data bersumber dari 

bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum 

sekunder seperti kitab fikih serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2023 tidak melarang konsumsi minuman 

keras secara mutlak, melainkan menitikberatkan pada perbuatan yang mengganggu 

ketertiban umum, membahayakan keselamatan orang lain, serta penjualan kepada 

anak, dengan ancaman sanksi berupa pidana denda kategori II hingga IV, pidana 

penjara maksimal 1 hingga 7 tahun, serta tindakan rehabilitasi bagi pecandu. 

Sebaliknya, Fiqh Jinayah secara tegas mengharamkan minuman keras sebagai 

jarimah hudud demi melindungi akal (hifzh al-aql) dan jiwa (hifzh al-nafs), dengan 

sanksi tetap berupa cambuk sebanyak 40 atau 80 kali. Perbedaan mendasar terletak 

pada landasan filosofisnya, di mana KUHP baru lebih berorientasi pada pendekatan 

rasional, humanis, dan perlindungan kepentingan umum, sedangkan Fiqh Jinayah 

lebih menekankan pada aspek moral-spiritual dan kepatuhan mutlak terhadap 

syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Meskipun terdapat perbedaan jenis 

sanksi, kedua sistem hukum ini memiliki kesamaan tujuan dalam upaya mencegah 

dampak negatif minuman keras bagi masyarakat. 

 

Kata Kunci: Minuman Keras, UU Nomor 1 Tahun 2023, Fiqh Jinayah, Ancaman 

Pidana. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Khamar (khamr) berasal dari kata khamara-yakhmuru atau yakhmiru 

yang secara etimologi berarti tertutup, terhalang, atau tersembunyi(Herawati & 

Hidana, 2020). Manusia tercipta dalam bentuk sebaik-baiknya dengan diberi 

sebuah akal yang digunakan untuk menjalani kehidupannya. Namun demikian, 

semua itu tidak berfungsi ketika akal manusia tertutup. Hal ini dapat 

digambarkan ketika manusia mengkonsumsi minuman keras (khamr), maka 

akalnya tidak berfungsi karena tertutup dan terhalang oleh zat-zat yang 

memabukkan.  

Minuman keras (khamr) merupakan minuman beralkohol yang 

mengandung etanol, zat psikoaktif yang dapat membuat seseorang menjadi 

hilang kesadaran. Semua jenis minuman yang mengandung etanol, atau grain 

alcohol adalah minuman beralkohol. Dalam ilmu kimia, alkohol adalah nama 

umum untuk senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil (-OH) terikat 

pada atom karbon. Gugus hidroksil ini dapat terikat pada atom hidrogen atau 

atom karbon lainnya. Ethyl methyl alcohol, atau methanol, adalah jenis alkohol 

yang paling umum yang ditemukan dalam minuman keras(Y. Putri et al., 

2025). Oleh karena itu, orang yang mengkonsumsi minuman keras (khamr) 

cenderung melakukan suatu tindakan diluar akal mereka dan seringkali 

membuat ketidaknyamanan orang-orang disekitarnya. 
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Alkohol merupakan zat yang sering disalahgunakan di banyak tempat di 

dunia. Dalam dunia medis, alkohol biasanya digunakan sebagai pengawet dan 

antiseptik. Penyalahgunaan alkohol dapat menimbulkan dampak buruk bagi 

kesehatan dan berpotensi menyebabkan kecanduan. Orang yang mengalami 

kecanduan alkohol disebut alkoholik(Timora & Arifin, 2025). Seperti yang kita 

ketahui minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan 

mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan 

berperilaku. Timbulnya GMO tersebut disebabkan reaksi langsung alkohol 

pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol tersebut, orang yang 

meminumnya lama- kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis 

sampai pada dosis keracunan atau mabuk Alkohol, seperti obat-obat terlarang 

lainnya menimbulkan banyak dampak negatif pada tubuh, mental dan 

kehidupan sosial manusia(Makkaraeng et al., 2023). Dengan efek samping dari 

sebuah minuman keras (khamr), harus dijadikan perhatian bagi seluruh elemen 

sebuah negara baik pemerintahan, penegak hukum, dan masyarakat dalam 

menghadapi persoalan tersebut. 

Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsi diluar batas 

kewajaran dan bisa merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas dapat 

menjadi masalah bagi masyarakat. Mengkonsumsi berlebihan juga dapat 

menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan 

kepentingan orang lain selain itu juga dapat menadi ketergantungan terhadap 

minuman keras(Al Wafi, 2025). 



3  

Minuman keras (Miras) menyebabkan terjadinya perubahan nilai 

terhadap minuman keras di masyarakat, minuman keras yang secara hukum 

maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap 

lumrah dan wajar untuk dilakukan(Aprellia KD et al., 2024). Minuman keras 

(khamr) merupakan salah satu persoalan sosial yang hingga kini masih 

menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat Indonesia. Di satu sisi, 

konsumsi minuman keras sering dikaitkan dengan berbagai dampak negatif, 

baik terhadap kesehatan individu maupun ketertiberan sosial, seperti 

meningkatnya angka kriminalitas, kecelakaan, dan gangguan ketenteraman 

umum. Di sisi lain, fenomena peredaran dan konsumsi minuman keras tetap 

berlangsung dan bahkan cenderung sulit dikendalikan, meskipun telah diatur 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 

Sebagai negara hukum, Indonesia merespons persoalan tersebut melalui 

pembaruan hukum pidana dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam 

undang-undang ini, ketentuan mengenai perbuatan yang berkaitan dengan 

minuman keras mengalami pergeseran pendekatan dibandingkan dengan 

KUHP lama, khususnya dalam hal perumusan delik dan ancaman pidana. 

Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya penyeimbangan antara 

kepentingan perlindungan masyarakat, nilai moral yang hidup dalam 

masyarakat, serta prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam hukum pidana 

modern.  
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Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 telah mengatur mengenai 

aturan atau sanksi bagi peminum yang yang melakukan kejahatan dalam 

pengaruh minuman beralkohol, tidak hanya itu dalam dunia pekerjaan pun 

banyak sekali orang-orang yang meminum alkohol karena sudah kencanduan 

ataupun sudah terbiasa dengan minuman tersebut. Padahal mengkonsusmsi 

minuman beralkohol tidak diperbolehkan karena dalam melakukan pekerjaan 

harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak membahayakan nyawa orang 

lain(Fitriana & Putri, 2023). 

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

menyatakan bahwa “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi 

pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam 

peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. 

Perbuatan yang dimaksud merupakan perbuatan yang telah diatur dalam 

sebuah peraturan perundang-undangan yang telah ada. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Pidana telah mengatur tentang ancaman pidana terhadap 

perbuatan yang dilarang terkait minuman keras (khamr) atau minuman yang 

memabukkan sebagai berikut: 

Pasal 316 

Ayat (1) 

“Setiap Orang yang mabuk di tempat umum mengganggu ketertiban atau 

mengancam keselamatan orang lain, dipidana dengan pidana denda paling 

banyak kategori II.” 
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Ayat (2) 

“Setiap Orang yang dalam keadaan mabuk melakukan pekerjaan yang harus 

dijalankan dengan sangat hati hati atau dapat mengakibatkan bahaya bagi 

nyawa atau kesehatan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 

1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.” 

Pasal 424 

Ayat (1) 

“Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang 

memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling 

banyak kategori II.” 

Ayat (2) 

“Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang 

memabukkan kepada Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 

(dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.” 

Ayat (3) 

“Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa 

seseorang meminum atau memakai bahan yang memabukkan, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak 

kategori III.” 

Ayat (4) 

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3):  
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a. mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV; atau  

b. mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 7 (tujuh) tahun.  

Ayat (5) 

“Jika pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 

dengan ayat (3) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan 

pekerjaannya maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f”.  

Yang dimaksudkan dalam Pasal 86 huruf f disebutkan bahwa dalam 

Pasal 64 huruf b tentang pidana tambahan, yang tercantum dalam Pasal 66 ayat 

(1) huruf a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdapat pidana 

tambahan berupa pencabutan hak tertentu. Kemudian dalam Pasal Pasal 86 

huruf f sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a terkait pidana 

tambahan berupa pencabutan hak tertentu yaitu hak menjalankan profesi 

tertentu.  

Namun demikian, Indonesia juga merupakan negara dengan 

mayoritas penduduk beragama Islam, di mana nilai-nilai hukum Islam turut 

memengaruhi pandangan masyarakat terhadap perilaku konsumsi minuman 

keras. Dalam Islam, larangan konsumsi khamr memiliki landasan yang kuat 

baik dari segi dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Al-Qur'an secara bertahap 

mengatur pelarangan khamr, dimulai dari pengakuan atas keberadaan 

manfaat dan mudaratnya dalam Surah Al-Baqarah, hingga penetapan 
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pelarangan total dalam Surah Al-Maidah. Pendekatan bertahap ini 

menunjukkan hikmah syariat dalam memahami dinamika sosial dan 

psikologis masyarakat, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga akal 

sebagai salah satu tujuan utama Maqāṣid al-Syarīʿah(Azhara et al., 2025). 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah 

ayat 90-91 yang berbunyi: 

نۡ عَمَلِ الشَّيۡطٰ  ا انَِّمَا الۡخَمۡرُ وَالۡمَيۡسِرُ وَالۡۡنَۡصَابُ وَالۡۡزَۡلَۡمُ رِجۡسٌ م ِ ايَُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنوُٰۡۤ نِ يٰٰۤ

 ٩٠  فاَجۡتنَبِوُۡهُ لَعلََّكُمۡ تفُۡلِحُوۡنَ 

 “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, 

berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak 

panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah 

(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”;   

 ا يرُِيۡدُ الشَّيۡطٰنُ انَۡ يُّوۡقِعَ بيَۡنَكُمُ الۡعَداَوَةَ وَالۡبَغۡضَاءَٓ فىِ الۡخَمۡرِ وَالۡمَيۡسِرِ وَيصَُدَّكُمۡ عَنۡ انَِّمَ 

لٰوةِ  ِ وَعَنِ الصَّ نۡتهَُوۡنَ  ۚذِكۡرِ اللّٰه   ٩١  فَهَلۡ انَۡـتمُۡ مُّ

“Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud 

menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-

halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah 

kamu mau berhenti?”. 

Allah SWT melarang manusia untuk memakan makanan dan 

meminum minuman yang haram, seperti khamr, untuk menjaga dan 

melindungi akal pikiran manusia dari kerusakan (hifdzu al-’aql). Al-Qur’an 

menyatakan larangan ini sebagai bagian dari pedoman bagi semua manusia 

agar tidak terjerumus dalam minuman yang dapat menyebabkan mabuk. 
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Minuman(Zulfahmi & Faisal, 2024b). Dalam Hukum Pidana Islam (Fiqh 

Jinayah) minum khamr (minuman memabukkan) dikategorikan sebagai 

jarimah hudud dengan sanksi hadd berupa cambukan 40-80 kali, 

berdasarkan ijma' ulama (seperti mazhab Hanafi 80 cambuk, mayoritas 40 

cambuk), sebagaimana hadis Nabi SAW: "Barangsiapa meminum khamr, 

maka deralah ia empat puluh kali". Sanksi ini bertujuan pencegahan total 

dan pemurnian jiwa, dengan penjual khamr dikenai ta'zir (hukuman diskresi 

hakim). 

Fiqh jinayah, yaitu ilmu fiqh yang membahas berbagai masalah 

kejahatan. Pembahasannya mirip dengan kajian hukum pidana dan 

kriminologi(Irfan & Masyarofah, 2016). Dalam Fiqh Jinayah, minuman 

keras (khamr) dipandang sebagai perbuatan yang dilarang secara tegas 

karena dapat merusak akal, moral, dan tatanan sosial. Larangan tersebut 

disertai dengan ancaman sanksi pidana yang bersifat hudūd atau ta‘zīr, yang 

memiliki dasar normatif langsung dari Al-Qur’an dan Hadis. Dalam dalil 

syara’ tidak ada batasan minimal alkohol dalam suatu minuman agar dapat 

disebut khamr. Pada zaman yang modern seperti saat ini untuk menentukan 

keharaman kadar alkohol dalam minuman dapat menggunakan pemeriksaan 

langsung dan uji laboratorium. Setelah di uji secara ilmiah maka dapat di 

dilihat dari kaca mata fiqih berapa kadar alkohol yang dapat di sebut 

khamr(Ginting, 2023). Perbedaan karakter sanksi dalam hukum pidana 

Islam dengan hukum pidana positif menarik untuk dikaji, terutama terkait 
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tujuan pemidanaan, subjek pidana, dan sanksi terhadap perbuatan yang 

dilarang terkait minuman keras. 

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 

dan Fiqh Jinayah terletak pada cara negara atau otoritas hukum memandang 

perbuatan terkait minuman keras, termasuk posisi pelaku serta bentuk dan 

berat ancaman pidananya. Hukum pidana nasional cenderung 

menitikberatkan pada pendekatan rasional dan kontekstual, sementara Fiqh 

Jinayah menekankan aspek moral, spiritual, dan perlindungan terhadap 

kemaslahatan umat. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan perbedaan 

persepsi dalam penerapan hukum di masyarakat, khususnya di wilayah yang 

kuat dengan nilai-nilai keagamaan. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, 

maka penulis akan melakukan penelitian suatu kajian yang bersifat 

komparatif dengan judul “ANALISIS KOMPARATIF ANCAMAN 

PIDANA PERBUATAN YANG DILARANG TERKAIT MINUMAN 

KERAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 

TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN 

FIQH JINAYAH”. Analisis ini penting tidak hanya untuk memahami 

perbedaan dan persamaan kedua sistem hukum tersebut, tetapi juga untuk 

menilai pengaturan hukum pidana nasional akan mencerminkan nilai 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam 

pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan pertimbangan 
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dalam pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap nilai-nilai 

yang hidup dalam masyarakat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1.   Bagaimana ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang terkait 

minuman keras menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan fiqh jinayah? 

2. Apa perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan fiqh jinayah dalam hal 

tujuan, subjek pidana, dan sanksi terhadap perbuatan yang dilarang terkait 

minuman keras? 

C. Tujuan penelitian  

Tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah yang 

jelas terkait dengan langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini, serta 

memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin 

dicapai oleh penulis dalam penelitian ini :  

1. Untuk menganalisis dan mengenali ancaman pidana perbuatan yang 

dilarang terkait minuman keras menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan fiqh jinayah.  

2. Untuk membandingkan perbedaan dalam hal tujuan, subjek pidana, dan 

sanksi terhadap perbuatan yang dilarang terkait minuman keras menurut 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana dan fiqh jinayah. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 

didapat dari penelitian ini : 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangsih pemikiran ilmu hukum pidana terutama 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana dan  Fiqh Jinayah, khususnya berhubungan dengan 

ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang terkait minuman keras 

(Khamr). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat, dapat menjadikan pengetahuan baru kepada 

masyarakat tentang minuman keras (khamr) serta memberikan 

pemaparan mengenai ancaman pidana terhadap perbuatan yang 

dilarang terkait minuman keras dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun dalam 

Fiqh Jinayah secara komparatif. 

b. Bagi Penegak Hukum, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

melakukan penegakan hukum terhadap perbuatan yang dilarang 

terkait minuman keras di Indonesia. 
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c. Bagi Pemerintah, dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait 

pertimbangan dalam pembaruan hukum pidana yang lebih responsif 

terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 

d. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, dapat menjadikan referensi 

dalam melakukan penelitian dan memberikan kontribusi akademik 

dalam pengembangan ilmu hukum pidana. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Sejauh penelusuran pustaka yang telah dilakukan, penulis 

menemukan beberapa penelitian. Penelitian-penelitian tersebut, yang 

diurutkan secara deskriptif berdasarkan relevansinya sebagai berikut:  

Studi terdahulu terkait dengan kajian komparatif tindak pidana 

minum minuman keras (khamar) yang menggunakan 2 (dua) prespektif 

yang berbeda dengan hukum pidana positif (KUHP) dan hukum pidana 

islam yaitu: penelitian yang dilakukan oleh  (Widiansyah, 2019) Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dalam penelitiannya yang 

berjudul “Tindak Pidana Minum Minuman Keras (Khamar) Dalam 

Prespektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini 

menyebutkan terdapat perbedaan pandangan antara hukum positif dan 

hukum pidana Islam terhadap tindak pidana minum minuman keras 

(khamr). Perbedaan dan persamaan hukm pidana positif dan hukum pidana 

islam terhadap tindak pidana minum minuman keras (khamar). 

Studi terdahulu terkait kajian normatif dengan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus 

(case approach). Penelitian ini mentelaah sebuah aturan hukum dan 

memahami kasus untuk dipelajari atas isu hukum yang terjadi yaitu: 

penelitian yang dilakukan oleh (Adrianto, 2011) Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret Surakarta dalam penelitian yang berjudul 
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“Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang 

Dilakukan oleh Orang Mabuk”. Penelitian ini menyebutkan tindak pidana 

pembunuhan oleh orang mabuk dapat dipertanggung jawabkan secara 

pidana berdasarkan Undang-undang. Dalam studi kasus hakim memutuskan 

bahwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar karena orang 

tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol dan terdakwa dapat 

dinyatakan bersalah serta diberi hukuman yang setimpal.  

Studi terdahulu terkait dengan kajian penelitian normatif yang 

berkaitan dengan tindak pidana pencurian akibat dari minuman keras dalam 

studi sebuah putusan pengadilan dengan 2 (dua) prespektif yang berbeda 

yaitu asas moralitas dan fiqh jinayah yaitu: penelitian yang dilakukan oleh 

(Halik, 2024) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam 

Negeri Parepare dalam penelitiannya yang berjudul “Asas Moralitas dan 

Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Diakibatkan 

Pengaruh Minuman Keras “Ballo” di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor. 

111/Pid.B/2019/PN Pre)”. Penelitian ini menyebutkan terdapat pandangan 

asas moralitas dan fiqh jinayah yang menjadi bahan pertimbangan hakim 

dalam kasus pencurian yang diakibatkan oleh minuman keras (ballo) dalam 

memutuskan perkara. Adapun perspektif fiqh jinayah yang memiliki 

karakteristik berbeda dalam unsur yang  memberatkan tindak pidana 

tersebut. 

Studi terdahulu terkait kajian yuridis sosiologis untuk melihat dan 

mengatasi pemberlakuan aturan seperti Undang-undang dan Peraturan 
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Daerah yang pada khususnya aturan tentang peredaran minuman keras 

yaitu: penelitian yang dilakukan oleh (Sa’adah, 2016) Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dalam penelitian yang 

berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan 

Minuman Keras (Studi Kasus Polsek Serang Kab. Rembang)”. Penelitian 

ini menyebutkan adanya upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana 

penyalahgunaan minuman keras khususnya diwilayah Serang oleh Polsek 

Serang. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Polsek Serang dalam upaya 

penegakan hukum terhadap tindak pidana minuman keras. 

Berikutnya artikel yang ditulis oleh (Fitriana & Putri, 2023) dalam 

Jurnal Humanities and Social Studies, yang berjudul “Comparison of the 

Provisions of Criminal Sanctions Against Drunken People Who Commit 

Criminal Acts in Indonesia and Russia”. Penulis menyebutkan bahwa 

peraturan yang diterapkan Rusia dalam Russian Federal Criminal Code 

merupakan pembanding yang sangat efesien sebagai masukan untuk 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam penerapanya jika mabuk 

merupakan alasan pemberat dalam penjatuhan pidana, hal tersebut 

merupakan tindakan yang tepat, sebab tindakan yang dilakukan oleh orang 

yang mabuk lebih tidak terkendali atau lebih sadis dari pada orang yang 

sadar dalam melakukan tindak pidana. 
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B. Kerangka Teori 

Penelitian ini, peneliti juga menggunakan pedoman atau landasan 

teori yang digunakan untuk membantu menganalisis berkaitan dengan hal-

hal yang berhubungan dengan topik penelitian. 

1. Kerangka Teori  

KUHP, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah 

peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang 

berlaku di Indonesia(Malau, 2023). Dengan adanya Undang-undang Nomor 

1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana membawa perubahan 

cara pandang dalam hukum pidana. Secara keseluruhan, KUHP baru 

merupakan tonggak penting dalam pembangunan hukum pidana nasional. 

Kehadirannya bukan sekadar mengganti aturan lama, tetapi mencerminkan 

upaya negara untuk membentuk sistem hukum pidana yang lebih berdaulat, 

berkeadilan, dan relevan dengan kondisi Indonesia masa kini dan masa 

depan. 

Al-Qur’an, adalah kitab suci umat Islam yang merupakan wahyu 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebuah 

pedoman hidup bagi umat muslim yang mengandung ajaran, petunjuk, dan 

hukum Islam. Dalam Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Al-Qur’an 

menjadi sumber hukum utama karena segala ajaran dan hukum yang ada 

merupakan had atau sudah menjadi ketentuan dari Allah SWT. 
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Hadits, adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad 

SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (persetujuan), maupun 

sunnah, yang dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam menjalankan Fiqh 

Jinayah. Hadits adalah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-

Qur’an, karena terdapat ketetapan Nabi Muhammad SAW yang 

menjelaskan diharamkannya minuman keras (khamr) dalam Al-Qur’an. 

Tindak Pidana, Penjelasan Tindak Pidana tercantum dalam Pasal 12 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang 

Hukum Pidana  “Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan 

perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan”. 

Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan untuk bisa dinyatakan sebagai Tindak 

Pidana disebutkan bahwa suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi 

pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang undangan harus bersifat 

melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam 

masyarakat. 

Asas legalitas, merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh 

karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman 

pidana harus sudah ada sebelum Tindak Pidana dilakukan. Hal ini berarti 

bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Asas legalitas yang 

tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “Tidak 

ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, 

kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-
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undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Ketentuan ini 

mengandung asas legalitas yang menentukan bahwa suatu perbuatan 

merupakan Tindak Pidana jika ditentukan oleh atau didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam 

ketentuan ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Daerah. 

Orang keadaan mabuk, adalah seseorang tidak dapat sepenuhnya 

dapat menguasai atau mengontrol dirinya. Oleh karena itu, dalam keadaan 

yang sedemikian seseorang dilarang melakukan perbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana.  

Pendekatan rasional, merupakan sebuah metode atau cara untuk 

mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah yang 

berfokus kepada pemikiran, logika, dan menganalisis data atau faktanya, 

bukan bukan hanya sekedar dorongan emosional saja. Hal ini sejalan dengan 

tujuan dari hukum itu sendiri yaitu untuk mencapai hasil yang baik dan 

terwujudnya kepastian.  

Pendekatan kontekstual, dalam hukum pidana adalah bagaimana 

hukum memandang sebuah pidana yang berkembang seiring berjalannya 

waktu sehingga membutuhkan perubahan tertentu. Dalam pendekatan ini, 

hukum mempertimbangkan suatu konteks atau keadaan tertentu baik dari 

sisi kepentingan perlindungan masyarakat, nilai moral yang hidup dalam 
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masyarakat, serta prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam hukum pidana 

modern. 

Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),  Hukum Pidana Islam sering 

disebut dengan fiqih jinayah, merupakan bagian dari syariat islam yang 

berlaku semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW(Widiansyah, 2019).  

Fiqh, Kata fiqhu berasal dari kata fiqhan yang merupakan masdar 

dari fi’il madhiyaitu faqaha dan fi’il mudhariknya yafqahu. Fiqh itu sendiri 

menurut bahasa, berarti paham atau tahu(Yunarti, 2010). 

Jinayah artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. Jinayah 

adalah masdar (kata asal) dari kata kerja (fi’il madhi) Janaa yang 

mengandung arti suatu kerja yang diperuntukan bagi laki–laki yang telah 

berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan jaani 

yang merupakan bentuk singular bagi laki–laki atau bentuk mufrad 

mudzakkara sebagai pembuat kejahatan atau isim fa’il. Adapun sebutan bagi 

pelaku kejahatan wanita adalah jaaniah, yang artinya dia ( wanita) yang 

telah berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran objek perbuatan si jaani 

atau mereka yang terkena dampak dari perbuatan si pelaku dinamai mujnaa 

alaih atau korban(Yunarti, 2010). 

Dalam Islam khamar sebagaimana yang dijelaskan oleh Mardani 

bahwa khamar secara etimologi berasal dari kata khamara, yakhmuru, 

khamran yang berarti menutupi. Oleh karena itu, dalam bahasa Arab untuk 

menyebut kerudung yang biasa dipakai wanita digunakan istilah khimar, 
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karena kerudung itu menutupi kepala dan rambutnya. Dikatakan juga bahwa 

khamar tersebut berasal dari kata al-mukhaddirat yang berasal dari akar 

kata khaddara yukhaddiru takhdir yang berarti hilang rasa, membius, tidak 

sadar, menutup, gelap dan mabuk(Yunarti, 2010).  

Jarimah hudud, adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau lebih yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi 

had(Yunarti, 2010). Kemudian jika ditinjau dari segi materi jarimah, hudud 

terbagi menjadi tujuh, yaitu hudud atas jarimah zina, qadzf, meminum 

minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan(Irfan 

& Masyarofah, 2016). 

Jarimah ta’zir, Selain jarimah hudud dalam hukum pidana Islam, 

ada juga jarimah ta’zir. Jarimah ta’zir secara harfiah bermakna menolong 

atau memuliakan. Namun ta’zir dalam pengertian istilah hukum pidana 

Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan 

pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar kaffarat atau 

diat(Yunarti, 2010).  

Tujuan syariat (maqashid al-syari‘ah), adalah tujuan-tujuan syariat 

untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemudhorotan 

(keburukan) dengan menitik beratkan pada 5 (lima) pokok yaitu: agama 

(din), akal (aql), jiwa (nafs), keturunan (nasl), dan harta (mal). Konsep 

tujuan ini menjadi sebuah landasan pemikiran dalam penelitian ini untuk 
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memahami bagaimana Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) terkait 

minuman keras (khamr).  

Teori yang digunakan peneliti yaitu teori Hifdzun nafs yang artinya 

menjaga jiwa. Manusia diberikan nyawa dan kehidupan oleh Allah SWT 

semata-mata adalah titipan untuk dijaga dan dipelihara dengan baik. Akibat 

dari mengkonsumsi minuman yang memabukkan/khamr adalah 

menghambat pembentukan sel-sel yang terdapat di dalam tubuh dan 

menganggu metabolisme zat-zat gizi dan keseimbangan cairan asam 

basa(Y. Putri et al., 2025).  

Para Ulama pada umumnya menggunakan teori Maslahat dengan 

mengandalkan fungsi akal untuk menggali norma-norma hukum yang baru. 

Teori ini berfokus pada prinsip mengutamakan kebaikan (maslahat) dan 

menghindari keburukan (mudarat). Mereka meyakini bahwa hukum Islam 

bersifat mandiri dan sangat fleksibel dalam merespons berbagai masalah 

baru, baik pada masa awal perkembangannya maupun di era modern seperti 

sekarang(Y. Putri et al., 2025). 

2. Teori Gustav Radburch ( Asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian 

hukum) 

Keadilan (Gerechtigkeit), menurut Gustav Radbruch 

mengungkapkan  bahwa keadilan merupakan nilai utama yang harus 

diwujudkan oleh sebuah aturan hukum. Aturan hukum harus mencerminkan 

moralitas dan nilai kemanusiaan, bukan hanya sekedar aturan formal saja. 
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Negara Indonesia telah mengatur bagi siapapun yang melanggar undang-

undang akan dikenakan sanksi atau hukuman pidana. Hukuman ini 

merupakan sanksi terhadap tindakan seseorang yang melanggar hukum. 

Penerapan hukuman ini membutuhkan peraturan hukum yang kuat yang 

berprinsip pada keadilan masyarakat(Anggraeni & Meilinda, 2024). 

Keadilan memiliki makna bahwa dalam hukum semua orang mendapatkan 

perlakuan yang sama. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam menyikapi ancaman 

pidana perbuatan yang dilarang terkait minuman keras. Keadilan restoratif 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana Pasal 105 merupakan pendekatan yang fokus dalam segi 

pemulihan melauli tindakan rehabilitasi yang mencakup rehabilitasi medis, 

sosial, dan psikososial. Tindakan ini mempertimbangkan kondisi pelaku 

sebagai pecandu yang memerlukan rehabilitasi, bukan sekadar hukuman. 

Sedangkan keadilan dalam Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) 

yang berfokus dalam keadilan retributif-prefentif yang mana Syari’at Islam 

melarang keras adanya minuman beralkohol. Sehingga, hukuman harus 

sejalan dengan tujuan syariat (maqashid al-syari‘ah) yaitu menjaga akal dan 

moral masyarakat. Meskipun hukuman dalam sunnah Nabi SAW berupa 

cambukan, hukum tersebut diterapkan dengan prinsip keadilan yang 

mempertimbangkan kondisi dan kesadaran pelaku. Ini menunjukkan bahwa 

Islam tidak hanya melarang perilaku merusak, tetapi juga menyediakan 

mekanisme rehabilitasi yang memperhatikan aspek sosial, medis, dan 
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psikologis umat(Azhara et al., 2024). Retributif merupakan pendekatan 

yang fokus dalam bentuk hukum pidana yang menekankan pada prinsip 

pembalasan atau keadilan dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal atas 

pelanggaran yang dilakukan. Tujuan utama adanya retributif untuk 

memberikan efek jera dan menjaga ketertiban umum dengan memberikan 

sanksi yang tegas atas perbuatannya. Prefentif merupakan pendekatan yang 

berfokus dalam pencegahan agar suatu pelanggaran tidak terjadi pada waktu 

yang akan datang melalui tindakan represif berupa pemberian sanksi yang 

adil kepada orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol.  

Kemanfaatan (Zweckmäßigkeit), asas ini memandang bahwa 

hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Teori ini membantu 

menganalisis bagaimana ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang 

terkait minuman keras menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam 

(Fiqh Jinayah). Teori ini akan menilai bagaimana kedua sistem hukum 

tersebut dapat mencapai nilai kemaslahatan bagi masyarakat dan 

mendukung kepentingan umum.  

Dalam penelitian ini, kemanfaatan dapat dilihat dari bagaimana 

ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang terkait minuman keras 

diatur untuk mencegah permasalahan sosial di masyarakat menjadi lebih 

luas, upaya penurunan angka kriminalitas (pembunuhan, pemerkosaan, 

vandalisme), dan penurunan kecelakaan lalu lintas. Mengingat, minuman 

keras tersebut seringkali menimbulkan perbuatan yang tidak dapat dikontrol 
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lagi oleh peminumnya serta  berdampak pada kesehatan individu jika 

mengkonsumsi alkohol berlebihan.  

Dalam konteks kemanfaatan,  ancaman pidana terhadap perbuatan 

yang dilarang terkait minuman keras melalui Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam 

(Fiqh Jinayah) dalam penegakan hukumnya sebaiknya tidak hanya 

menimbulkan efek jera dan pemberian sanksi yang tegas saja. Tetapi juga 

memberikan manfaat melalui upaya rehabilitasi dan pembinaan agar pelaku 

dapat diterima kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik.  

Kepastian hukum (rechtssicherheit), teori ini menekankan agar 

hukum memiliki kejelasan aturan, konsisten,  dan prediktable agar 

masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukum 

atas perbuatannya.  Kepastian hukum secara normatif ialah suatu peraturan 

perundang undangan yang dibuat dengan diundang-undangkan secara pasti, 

jelas dan logis, maka tidak menimbulkan keraguan karena adanya 

multitafsir, sehingga dalam hal ini tidak adanya yang berbenturan atau 

menimbulkan konflik norma(Nugroho, 2023). Dalam Hukum Pidana Islam 

(Fiqh Jinayah) telah menunjukkan dalam teori kepastian hukum berupa 

ketegasan dalam memberikan sanksi untuk efek jera bagi pecandu minuman 

beralkohol,  adapun untuk pelaku jarimah meminum minuman keras, 

pelakunya diancam dengan hukuman cambuk 40 atau 80 kali.   

Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Setiap 

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 
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yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sedangkan dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana Pasal 316 yang mengatur pidana ringan bagi mabuk di tempat umum 

yang mengganggu ketertiban. Teori asas kepastian hukum ini membantu 

menganalisis pasal tersebut karena seorang mabuk dapat dipidana dengan 

beberapa pertimbangan. 

Kepastian hukum secara normatif ialah suatu peraturan perundang 

undangan yang dibuat dengan diundang-undangkan secara pasti, jelas dan 

logis, maka tidak menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir, 

sehingga dalam hal ini tidak adanya yang berbenturan atau menimbulkan 

konflik norma. Dimana asas keadilan dan kepastian hukum itu penting 

dalam proses penegakan hukum, dimana suatu keadilan dan kepastian 

hukum tidak dapat dipisahkan dalam hukum dan menjadi faktor yang paling 

penting dalam kelangsungan suatu hukum. Keadilan dan kepastian hukum 

menjadi tonggak sekaligus menjadi tolak ukur dalam keberhasilan suatu 

hukum. Suatu pengadilan di Indonesia jika tidak menerapkan suatu keadilan 

dan kepastian hukum dalam setiap proses hukum maka akan menimbulkan 

berbagai hambatan maupun masalah yang akan merugikan berbagai 

pihak(Nugroho, 2023). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, dimana 

penulis akan meneliti mengenai asas, norma, dan kaidah hukum dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana dengan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah). Norma-norma ini 

merujuk kepada hukum pidana Islam sebagaimana tercantum dalam Al-

Qur’an, Hadis, dan pandangan para ulama dalam karya-karya mereka. 

Sementara itu, landasan hukum juga berasal dari peraturan perundang-

undangan Indonesia yang terkait dengan masalah yang menjadi fokus 

penelitian ini(Hermanto et al., 2023). 

B. Pendekatan Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perbandingan 

(Comparative Approach), dimana Pendekatan Perbandingan (Comparative 

Approach) untuk membandingkan ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Hukum 

Pidana Islam (Fiqh Jinayah) dalam hal tujuan, subjek pidana, dan sanksi 

terhadap perbuatan yang dilarang terkait minuman keras. 
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C. Objek Penalitian 

Obyek penelitian ini adalah kaidah atau aturan hukum dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana dengan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah). Jika mengamati kedua 

sistem hukum tersebut, ada perbedaan perspektif dalam ancaman pidana 

terhadap perbuatan yang dilarang terkait minuman keras. 

D. Sumber Data 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian hukum normatif 

yang pertama, berupa bahan hukum primer yang berupa peraturan 

perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kedua, bahan hukum sekunder yang 

terdiri dari buku dan jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip 

dasar (asas hukum) terutama dalam Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), 

pandangan para ahli hukum (doktrin) yaitu pandangan dari Gustav 

Radbruch, hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.  

E. Teknik Pengambilan Data 

Data yang didapatkan dari penelitian ini adalah menggunakan teknik 

pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif melalui studi pustaka 

terhadap bahan-bahan hukum baik dari bahan hukum primer, bahan 

hukumm sekunder, dan bahan non-hukum. Membahas teori Gustav 

Radbruch dan analisis hukum normatif, serta bahan hukum tersier seperti 

ensiklopedi dan kamus hukum yang mendukung pemahaman dasar teori 

hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi 
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kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier dari peraturan, literatur hukum, dan dokumen ilmiah lainnya(S. Putri, 

2024). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa literatur hukum, 

kitab fikih, undang-undang, serta jurnal jurnal ilmiah yang relevan dengan 

topik pembahasan(Oktavia & Asy’ari, 2024). Setelah data terkumpul, 

dilakukannya seleksi data, melakukan klasifikasi, dan menyusun data hasil 

penelitian secara sistematis. Pengelolaan data dilakukan secara logis, untuk 

melihat hubungan antara bahan hukum satu dengan yang lainnya untuk 

mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara 

deskriptif kualitatif, dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas 

Perbandingan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Hukum Pidana Islam (Fiqh 

Jinayah). Pendekatan analisis yang digunakan yaitu menggunakan 

pendekatan dalam penelitian normatif yaitu menggunakan Pendekatan 

Perbandingan (Comparative Approach) untuk membandingkan ketentuan 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana dengan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) dalam hal 

tujuan, subjek pidana, dan sanksi terhadap perbuatan yang dilarang terkait 

minuman keras. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis mengenai Analisis 

Komparatif Ancaman Pidana Perbuatan yang Dilarang Terkait 

Minuman Keras dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut.  

Penelitian ini didasarkan pada kondisi di Indonesia yang terdapat 2 

(dua) realitas yang hidup bersama. Satu sisi Indonesia memiliki Hukum 

Pidana nasional yang pragmatis dan sekuler, disisi lain kita adalah 

Masyarakat yang nilai-nilai moral dan sosialnya sangat dipengaruhi oleh 

ajaran agama. Kedua sistem nilai tidak hanya terdapat dalam buku yang 

tertulis tapi hidup dan berbenturan dalam benak perilaku kita setiap hari. 

Maka, permasalahan yang belum ada dalam penelitian ini adalah bagaimana 

masyarakat menafigasi dualisme hukum ini dalam praktek ketika suatu 

perbuatan yang sama bisa dilihat hanya sebagai gangguan ketertiban umum 

di satu sisi dan sebagai dosa besar di sisi lain, apa dampaknya terhadap 

makna keadilan itu sendiri ditengah masyarakat kita yang terus berkembang. 

Pengaturan mengenai minuman keras dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menunjukkan adanya perubahan 

orientasi hukum pidana nasional yang lebih menekankan pada perlindungan 

ketertiban umum dan dampak sosial dari perbuatan tersebut. KUHP baru 
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tidak secara mutlak mengkriminalisasi konsumsi minuman keras, 

melainkan memfokuskan pada perbuatan yang menimbulkan akibat nyata, 

seperti mengganggu ketertiban umum, membahayakan orang lain, atau 

merugikan kepentingan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan upaya 

hukum positif Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sosial 

yang majemuk. 

Dalam perspektif Fiqh Jinayah, minuman keras (khamr) dipandang 

sebagai perbuatan yang secara tegas dilarang karena dianggap merusak akal 

dan moral manusia. Ancaman pidana dalam hukum pidana Islam bersifat 

lebih tegas dan normatif, dengan tujuan utama menjaga kemaslahatan umat 

dan mencegah terjadinya kerusakan sosial. Larangan ini tidak hanya 

didasarkan pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga pada substansi 

perbuatan itu sendiri sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai 

syariat. 

Perbedaan ancaman pidana antara KUHP dan Fiqh Jinayah 

menunjukkan adanya perbedaan dasar filosofis dan tujuan pemidanaan. 

KUHP lebih menekankan asas legalitas, kepastian hukum, dan pendekatan 

humanis, sedangkan Fiqh Jinayah berlandaskan nilai moral dan religius 

dengan tujuan menjaga akal, agama, dan ketertiban sosial. Meskipun 

demikian, keduanya memiliki titik temu dalam upaya mencegah dampak 

negatif minuman keras terhadap individu dan masyarakat. Perbandingan 

hukum yang dapat dihasilkan menunjukkan bahwa dalam pemeberian 
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sanksi terhadap perbuatan yang dilarang terkait minuman keras (khamr) 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak secara 

tegas melarang dan meberikan sanksi terhadap orang mabuk 

ataupun orang yang minum-minuman keras (khamr). Hukum 

pidana positif ini lebih memberikan ancaman pidana akibat dari 

minuman memabukkan seperti menggangu ketertiban, 

mengakibatkan luka berat, dan menghilangkan nyawa. Hukum ini 

memberikan sanksi yang cukup jelas terkait menjual, memberi, 

memaksa atau mengancam orang tertentu terkait minuman keras. 

Namun, tidak secara tegas memberikan sanksi kepada peminumnya 

sendiri ataupun Undang-undang ini masih memperbolehkan 

meminum-minuman beralkohol dalam ketentuan yang berlaku. 

Sebaliknya; 

2. Dalam Fiqh Jinayah  (Hukum Pidana Islam) secara jelas dan tegas 

mengharamkan minum-minuman keras (khamr) dengan 

memberikan sanksi yang sesuai dengan jarimah hudud yaitu 

cambuk (dera) 40 kali ataupun jarimah ta’zir bisa sampai 80 kali. 

Hal ini sesuai dengan tujuan Fiqh Jinayah  (Hukum Pidana Islam) 

itu sendiri untuk melindungi akal dan jiwa manusia agar terhindar 

dari zat-zat yang memabukkan. Hukum ini tidak memberikan sanksi 

secara rinci terkait menjual, memberi, memaksa atau mengancam 
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orang tertentu terkait minuman keras, namun dalam sebuah hadits 

diharamkan. 

Penelitian ini didasarkan pada kondisi di Indonesia yang terdapat 2 

(dua) realitas yang hidup bersama. Satu sisi Indonesia memiliki Hukum 

Pidana nasional yang pragmatis dan sekuler, disisi lain kita adalah 

Masyarakat yang nilai-nilai moral dan sosialnya sangat dipengaruhi oleh 

ajaran agama. Kedua sistem nilai tidak hanya terdapat dalam buku yang 

tertulis tapi hidup dan berbenturan dalam benak perilaku kita setiap hari. 

Maka, permasalahan yang belum ada dalam penelitian ini adalah bagaimana 

masyarakat menafigasi dualisme hukum ini dalam praktek ketika suatu 

perbuatan yang sama bisa dilihat hanya sebagai gangguan ketertiban umum 

di satu sisi dan sebagai dosa besar di sisi lain, apa dampaknya terhadap 

makna keadilan itu sendiri ditengah masyarakat kita yang terus berkembang. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

kemajuan hukum di Indonesia dan penelitian hukum kedepannya, sehingga 

penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 

Pertama, kepada pembentuk undang-undang, diharapkan 

pengaturan mengenai minuman keras dalam KUHP ke depan dapat terus 

disempurnakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat, termasuk nilai religius dan kearifan lokal, tanpa mengabaikan 

prinsip hak asasi manusia dan keberagaman sosial. 
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Kedua, kepada aparat penegak hukum, diperlukan pemahaman yang 

komprehensif terhadap ketentuan KUHP baru agar penerapannya tidak 

semata-mata bersifat represif, tetapi juga mengedepankan tujuan 

pemidanaan yang bersifat edukatif dan preventif, khususnya dalam 

menangani perbuatan yang berkaitan dengan minuman keras (khamr). 

Ketiga, kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk 

melakukan kajian lebih mendalam mengenai implementasi ketentuan 

pidana terkait minuman keras dalam praktik peradilan, serta mengkaji 

kemungkinan integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam pembentukan hukum 

nasional secara kontekstual dengan prinsip keadilan. 

Keempat, kepada masyarakat, diharapkan adanya peningkatan 

kesadaran hukum dan moral mengenai dampak negatif minuman keras, 

sehingga upaya penanggulangan tidak hanya bergantung pada hukum 

pidana, tetapi juga pada peran keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial. 
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